
BATAM JADI KOTA DENGAN LAPORAN DUGAAN KORUPSI TERBANYAK DI KEPRI, OMBUDSMAN
ANGKAT BICARA

Rabu, 08 April 2026 - kepri

Batam, Batamnews - Dalam tiga tahun terakhir, Kota Batam mencatatkan rekor yang tidak biasa. Bukan soal investasi
atau pembangunan, melainkan jumlah laporan dugaan korupsi. Batam menjadi daerah penyumbang pengaduan
masyarakat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Riau.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangkum, sepanjang 2023 hingga April 2026, ada 99 laporan yang
berasal dari Batam. Rinciannya: 35 laporan pada 2023, lalu melonjak tajam menjadi 44 laporan pada 2024. Angka itu
turun menjadi 15 laporan di 2025, dan hingga April 2026 sudah tercatat 5 laporan.

Angka itu disampaikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha
Wibowo, dalam sebuah audiensi dengan DPRD Batam, Selasa, 7 April 2026. Menurutnya, kegiatan itu bagian dari upaya
pencegahan korupsi di daerah.

"Kami tekankan efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan," ujar Agung usai pertemuan di ruang rapat DPRD
Batam.

Meski hanya sebatas pengaduan masyarakat (Dumas), Agung memastikan semua laporan tetap ditindaklanjuti.

"Ada yang sudah diselesaikan aparat penegak hukum setempat, ada juga yang kami teruskan ke inspektorat daerah,"
katanya.

Namun, KPK tidak merinci instansi mana saja yang paling banyak dilaporkan. Apakah BP Batam yang mengurus
perizinan, Pemerintah Kota Batam, atau lembaga lain? Soal perizinan yang menjadi kewenangan BP Batam, Agung
mengakui DPRD tidak punya kewenangan di sana. "Nanti kita koordinasi dengan DPRD dulu, baru ke Komisi VI," ujarnya.

Ketua DPRD Batam, Kamaluddin, menanggapi santai. Menurutnya, pembahasan dengan KPK masih sebatas rencana
anggaran agar tidak disalahgunakan.

"Wajar kalau kami diingatkan agar tidak tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasan. Itu tugas kami, monitoring dan
pengawasan harus transparan," imbuhnya.

Menanggapi data tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, angkat bicara. Ia menyayangkan sikap KPK
yang tidak membuka secara rinci instansi yang dilaporkan.

"Yang dilaporkan itu yang mana? Apakah BP Batam, pemerintah kota, atau instansi lainnya? KPK jangan menyampaikan
secara umum. Instansi di sini banyak," tegasnya.

Lagat bahkan punya catatan sendiri. Berdasarkan data Ombudsman, praktik korupsi atau pungli kerap terjadi di
lingkungan sekolah di bawah Pemko Batam, dan juga di bidang transmigrasi yang di bawah kementerian.

Menurutnya, banyaknya laporan justru menunjukkan ada potensi penyimpangan penggunaan anggaran. "Ini harus jadi
introspeksi. Aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, inspektorat, harus lebih sistematis membongkar praktik korupsi,"
ujarnya.

Lagat juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD Batam. Ia mendengar pengawasan dewan terhadap eksekutif masih
lemah.

"Mereka kan mengawasi wali kota dan jajarannya. Seharusnya mereka bisa mencium gelagat penyimpangan. Makanya
KPK secara tidak langsung memberi peringatan: jangan main-main," kata Lagat.

Ia menegaskan, sebaiknya KPK buka data secara transparan. "Agar laporan masyarakat tidak sia-sia, dan tidak
menimbulkan prasangka. Ini early warning bagi DPRD. Karena memang itu fungsi mereka," tutup Lagat, mengingatkan
agar APBD tidak disalahgunakan. (Jml)



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

